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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu yang harus dibangun untuk 

pengembangan pembangunan nasional sebagai contoh pengamalan Pancasila dan 

pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 

Pembangunan nasional mempunyai fungsi dan tujuan agar terwujudnya masyarakat 

adil dan makmur. Negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan hakikat 

pembangunan nasional. Salah satu cara negara untuk memenuhi hakikat 

pembangunan nasional ialah dengan cara penyediaan lapangan pekerjaan sebanyak 

mungkin untuk rakyatnya. 

Penyediaan lapangan kerja dimaksudkan agar orang mempunyai pekerjaan 

dan memperoleh penghasilan untuk penghidupan mereka sendiri, tanpa 

memandang siapa orang tersebut. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja 

dan pengusaha harus disampaikan kepada kedua pemangku kepentingan. Namun 

kenyataannya, masih jarang tercapai keseimbangan antara kepentingan pekerja dan 

pengusaha.  

Industrial relation adalah asal kata dari istilah hubungan industrial dan 

merupakan perkembangan dari istilah hubungan perburuhan. Menurut ketentuan 

Pasal 1 Angka (16) Undang-Undang Ketenagakerjaaan, yang menentukan bahwa 

hubungan industrial ialah suatu hubungan yang terbentuk antara pelaku di dalam 

proses barang dan/atau jasa terdiri atas unsur pengusaha, pekerja dan pemerintah 
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yang didasarkan pada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945.1 

Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dalam 

hidupnya. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang 

menentukan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

layak bagi Kemanusiaan”.2 

 Kata berhak mengandung arti bahwa negara harus memberikan lapangan 

pekerjaan serta penghidupan yang layak bagi warganya. Penyediaan lapangan kerja 

juga akan berdampak luas bagi pembangunan bangsa Indonesia. Lowongan yang 

tidak tersedia juga muncul dari bertambahnya jumlah pekerja yang tidak sesuai 

untuk pekerjaan tersebut. 

 Pengangguran di Indonesia dikarenakan oleh banyak faktor, salah satunya 

Pemutusan Hubungan Kerja yang kemudian akan disebut disebut PHK. Fenomena 

PHK memberikan kontribusi terhadap dampak meningkatnya kemiskinan dan 

menurunkan tingkat kesejahteraan penduduk Indonesia. Dari sudut hukum 

ketenagakerjaan, kontrak kerja harus mengarah pada hubungan kerja yang terjalin 

dengan baik dan mengikat para pihak (pidak pengusaha dan pekerja/buruh). Namun 

praktik pelaksanaan di dalam lapangannya kurang memuaskan sehingga 

 
1 Pasal 1 Angka (16), Undang-UndangKetenagakerjaan. 
2 Pasal 27 Ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 
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menimbulkan perbedaan pendapat tentang hubungan kerja, bahkan dapat berujung 

pada pemecatan sepihak.3 

 Kontrak kerja yang telah disepakati oleh pekerja dengan majikan terkadang 

menimbulkan masalah diantara keduanya. Bahkan masalah-masalah tersebut sulit 

untuk dihindari, sehingga PHK antara pengusaha dan pekerja/buruh tidak dapat 

dihindarkan. Pemutusan hubungan kerja yang dialami oleh pekerja dapat 

disebabkan oleh pemutusan kontrak kerja yang telah disepakati kedua belah pihak 

sebelumnya dan PHK karena kecelakaan industri yang dialami oleh pekerja/buruh. 

 Kecelakaan kerja ialah salah satu risiko yang pasti akan dihadapi pekerja. 

Dampak yang ditimbulkan oleh kecelakaan industri dapat mengakibatkan 

hilangnya atau berkurangnya sumber pendapatan bagi pekerja, karena pekerja tidak 

dapat lagi melaksanakan pekerjaannya seperti sebelum terjadinya kecelakaan 

industri. Sehingga perselisihan yang timbul akibat kecelakaan kerja memerlukan 

perlindungan hukum untuk menjamin hak-hak pekerja dan juga sebagai kepedulian 

terhadap keselamatan pekerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. 

 Untuk menjamin perlindungan terhadap tenaga kerja, pemerintah sendiri 

telah menetapkan program perlindungan untuk tenaga kerja yang bekerja di sektor 

korporasi agar mendapatkan perlindungan sosial. Program tersebut diatur dalam 

Pasal (82) Undang-Undang Nomor Ketenagakerjaan, menentukan Program 

jaminan sosial berupa jaminan: 

 
3 Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Kecelakaan Kerja, diakses dari 

http://www.hukumtenagakerja.com/tag/masalah-tenaga-kerja/,di pada tanggal 26 September 2021, 

pukul 20.34 WIB. 
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a) Kesehatan: 

b) Kecelakaan kerja; 

c) Hari tua; 

d) Pensiun; 

e) Kematian; dan  

f) Kehilangan pekerjaan.4 

Tujuan pemerintah membuat jaminan sosial untuk tenaga kerja ialah untuk 

memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh yang berarti menjadi kewajiban 

pengusaha mengikutkan pekerjanya dalam Program Jamsostek (Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja). 

 Keselamatan kerja merupakan hal yang paling mendasar bagi pekerja 

sebagai pekerja, oleh karena itu setiap pekerja berhak atas keselamatan kerja dalam 

pekerjaan apapun. Hal ini penting bagi setiap pekerja khususnya di sektor 

manufaktur sebagai upaya pemenuhan salah satu hak dasar masyarakat sebagai 

pekerja, yakni hak seluruh warga negara atas kesetaraan sama dan hak atas 

penghidupan yang layak bagi seluruh umat manusia berdasarkan ketentuan Pasal 

27 Ayat (2) UUD1945. 

 Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja akan diatur lebih lengkap di dalam 

Peraturan Pemerintah. Ketentuan mengatur tentang jaminan sosial para tenaga kerja 

dalam meningkatkan proses perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja itu sendiri 

 
4 Pasal 82 Undang-Undang Ketenagakerjaan 
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serta keluarganya.5 Kecelakaan kerja adalah risiko yang pasti akan dihadapi pekerja 

dalam melaksanakan tugasnya. Terjadinya kecelakaan kerja tentunya dapat 

menghilangkan sumber pendapatan bagi para pekerja tersebut. 

Untuk menghadapi risiko yang dihadapi para pekerja ini, perlu ada regulasi 

yang melindungi hak yang dimiliki oleh pekerja. Pemerintah sudah mengeluarkan 

banyak peraturan yang bertujuan untuk melindungi pekerja, termasuk Undang-

Undang Ketenagakerjaan, aturan tersebut bertujuan untuk menjamin hak yang 

dimiliki oleh para pekerja guna mewujudkan kesejahteraan dengan tetap 

mempertimbangkan kemajuan dunia usaha. 

 Perlindungan tersebut adalah berupa perlindungan bagi pekerja yang 

mengalami kecelakaan kerja saat melaksanakan pekerjaannya. Perlindungan 

tersebut berupa perusahaan yang tidak boleh memberikan Pemutusan Hubungan 

Kerja kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Jika perusahaan tetap 

memberikan PHK maka dijelaskan di dalam Pasal 153 Ayat (2) yang menentukan 

“pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud 

dalam Ayat (1) batal demi hukum dan perngusaha wajib memperkerjakan kembali 

pekerja/buruh yang bersangkutan”. 

 PHK di bidang industri biasanya disebabkan karena banyaknya alasan 

pemutusan hubungan kerja, maka pengusaha atau perusahaan wajib 

 
5 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi,  Sinar Grafika, 2009,  hlm 

126. 



6 
 

 

memberitahukan kepada pekerja/pekerja tentang berakhirnya hubungan kerja. 

Dalam hal ini pemutusan kontrak kerja dikecualikan jika pekerja/buruh;  

a) Mengundurkan diri atas kemauan pekerja itu sendiri; 

b) Berakhirnya hubungan kerja; 

c) Usia pensiun; 

d) Meninggal dunia.6 

Setiap pengusaha tidak diperbolehkan melakukan PHK tanpa alasan yang 

jelas, hal itu sudah dijelaskan dalam Pasal 153 Undang-Undang Ketenagakerjaan 

yang menjelaskan bahawa perusahaan dilarang melakukan PHK dengan alasan: 

tidak masuk kerja dikarenakan sakit yang berdasarkan keterangan dokter selama 

waktu tidak melewati dua belas bulan.7 

 Apabila pekerja/buruh sakit dan bisa menunjukan surat keterangan dari 

pejabat yang memiliki wewenang atau dokter dan berlangsung tidak lebih dari 1 

(satu) tahun, maka perusahaan tidak boleh memberhentikan pekerja tersebut, tetapi 

menanggung jaminan pengobatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 Pada kenyataannya masih banyak pengusaha melakukan PHK sepihak, 

yang disebabkan oleh kecelakaan kerja. Sebagai contoh, kasus yang dialami oleh 

Indra Gunawan, pekerja yang mengalami kecelakaan kerja akibat tersengat arus 

listrik bertegangan tinggi, yang mengakibatkan bagian kepalanya mengalami luka 

berat, dan dokter memutuskan Indra Gunawan tidak bisa melakukan perkerjaanya 

 
6 Zulkarnaen, hukum ketenagakerjaan perspektif Undang-Undang Cipta kerja 

(omnimbuslaw), Bandung, Pustaka Setia, 2021, hal 160. 
7 Ibid. 
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selama beberapa tahun karena luka yang cukup serius. Namun, selama proses 

penyembuhan, Indra Gunawan tidak mendapatkan bantuan pengobatan dari 

perusahaan tempatnya bekerja yaitu PT. Baja Sakti Mandiri. Setelah berjalan 

selama empat bulan dan tidak ada itikad baik dari perusahaan untuk membantu 

proses penyembuhan. Kemudian Indra Gunawan bersama serikat buruh NIKEUBA 

melakukan permohonan PHK ke perusahaan PT. Baja Sakti Mandiri, dengan 

harapan agar perusahaan tersebut memberikan biaya pengobatan dan uang 

pesangon kepada Indra Gunawan. Namun kenyataanya PT. Baja Sakti Mandiri 

tetap tidak memberikan biaya pengobatan dan uang pesangon. 

 Berdasarkan uraian di atas, penulis membahasnya secara ilmiah dalam 

bentuk skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Terkena 

Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Kecelakaan Kerja Ditinjau dari Undang-

Undang Ketenagakerjaan. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang terkena pemutusan 

hubungan kerja (PHK) akibat kecelakaan kerja? 

2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh pekerja yang terkena pemutusan 

hubungan kerja akibat kecelakaan kerja? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian penulisan skripsi 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan mengalisis perlindungan hukum terhadap pekerja yang 

terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kecelakaan kerja. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan pekerja yang 

terkena pemutusan hubungan kerja akibat kecelakaan kerja. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan hukum, khususnya di bidang ketenagakerjaan yang ada sekarang. Oleh 

karena itu, skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Secara Teoritis 

Hasil penulisan skripsi ini harapannya bisa membawa gagasan baru bagi ilmu 

pengetahuan yaitu hukum perdata, khususnya hukum perburuhan. Sehingga 

nantinya dapat memuaskan rasa penasaran para pihak yang menangani 

pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kecelakaan kerja. Selain itu, 

diharapkan hasil skripsi ini dapat memberikan masukan bagi peneliti lain 

sehingga dapat digunakan sebagai bahan pelengkap untuk mengembangkan 

penelitiannya pada topik yang sama. Selain kedua uraian di atas, penulis 

berharap supaya hasil dari penelitian ini bisa digunakan dalam bidang akademik 

untuk menjadi bahan pustaka tambahan dalam proses pembelajaran. 
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2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat terhadap: 

a. Masyarakat, untuk mendapat gambaran fenomena pemutusan hubungan 

kerja yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja yang dibahas dalam proposal 

penelitian skripsi ini. 

b. Pekerja, hasil penelitian skripsi ini diharapkan mampu dan dapat dijadikan 

sebagai suatu acuan untuk mengetahui apa saja yang bisa dilakukan oleh 

pekerja disaat terjadi PHK yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja. 

c. Perusahaan, diharapkan hasil dari penelitian diharapkan bisa dijadikan 

sebagai suatu acuan agar mengetahui kebijakan perusahaan terhadap 

peraturan PHK yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja. 

 

E. Ruang Lingkup 

Penelitian skripsi hanya membahas mengenai perlindungan hukum terhadap 

pekerja yang terkena PHK akibat kecelakaan kerja dan upaya yang dapat dilakukan 

oleh pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat kecelakaan kerja. 

 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Perlindungan berasal dari kata lindung, memiliki arti mengayomi atau 

mencecah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.8 Sementara kata Perlindungan 

 
8 Devi Rahayu,Misbhahul Munir,& Azizah, Hukum Ketenagakerjaan Konsep Dan 

Penganturan Dalam Omnibus Law, Malang, Setara Pres, 2021, hlm 122. 
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memiliki arti pemeliharaan dan penjagaan.  Secara umum, perlindungan memiliki 

arti melindungi dari hal-hal yang dianggap merugikan, kata sesuatu dapat merujuk 

berupa kepentingan seseorang atau barang. Selain itu, kata perlindungan mencakup 

juga pengertian perlindungan yang diberikan seseorang kepada seseorang yang 

lemah. Misalnya, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan aturan 

melalui penggunaan lembaga dan sarana hukum.  

  Akan tetapi, secara hukum, perlindungan peradilan ialah seluruh upaya yang 

dilakukan secara paham oleh setiap pihak, yang bertujuan untuk mengamankan, 

menguasai, serta memenuhi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan hak asasi 

manusia yang ada, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi 

Manusia.9   

  Dengan pengertian lain, perlindungan hukum ialah bentuk nyata dari fungsi 

hukum, dimana hukum dapat memberikan jaminan berupa, ketertiban, keamanan, 

dan ketentraman. Prinsipnya perlindungan hukum tidak membeda-bedakan 

siapapun. Indonesia sebagai negara hukum yang didasarkan Pancasila harus bisa 

memberikan kepastian perlindungan hukum kepada warga karena perlindungan 

hukum akan berakhir kepada pengakuan dan perlindungan HAM dalam wujudnya 

sebagai makhluk dalam suatu negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat 

kekeluargaan agar bisa mencapai tujuan bersama. 

Penulis menggunakan teori perlindungan hukum ini dalam rangka 

membahas dan menganlisis mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja yang 

 
9 http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/ di akses pada tanggal 1 

desember 2021 pukul 12:28. 
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terkena PHK akibat kecelakaan kerja ditinjau dari undang-undang tentang 

Ketenagakerjaan, dan upaya yang dapat dilakukan oleh pekerja/buruh terkait hak 

dan kewajiban yang dimiliki oleh pekerja saat terjadi perselisihan industrial berupa 

PHK. 

2. Teori Pemutusan Hubungan Kerja 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ialah habisnya hubungan kerja antara 

pekerja/buruh dengan pemberi kerja atau pengusaha, baik karena kesepakatan 

bersama maupun ditengah perjalanan karir. Ketika mendengar istilah PHK, yang 

terlintas di benak Anda adalah PHK sepihak pengusaha karena kesalahan yang 

diakibatkan oleh pekerja.10. Oleh karena itu, hingga saat ini singkatan tersebut 

memiliki makna negatif dan menjadi momok yang menakutkan bagi pekerja. PHK 

sebenarnya dimulai dari proses hubungan kerja, dimana hubungan ini melibatkan 

seorang pekerja dan atasannya. 

Hubungan kerja menggambarkan kedudukan para pihak, yaitu mewakili 

hak dan kewajiban yang dimiliki pekerja terhadap atasan serta hak dan kewajiban 

pengusaha terhadap pekerja/buruh. Hubungan kerja yang timbul karena adanya 

kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh, yaitu suatu perjanjian dimana 

pihak pertama yaitu pekerja mengikat dirinya pada pekerjaan dengan menerima 

bayaran/upah dan pihak lain dalam hal ini atasan yang mengikat dirinya dengan 

pekerja guna mempekerjakan pekerja dengan membayarkan upah. Istilah ini berarti 

 
10 Rudi Febrianto Wibowo, “Perlindungan Bagi Pekerja Atas Tindakan Pemutusan 

Hubungan Kerja(PHK) Secara Sepihak”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia,  volume 3, 

Fakultas Hukum universitas diponegoro, Semarang, 2021, hal. 111 
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bahwa pekerja berada di bawah arahan majikan atau majikan ketika melakukan 

pekerjaan.11 

Dalam suatu perusahaan, wajar jika seorang pengusaha berusaha untuk 

mengontrol kegiatan perusahaannya, agar perusahaanya berjalan efektif dan efisien. 

Oleh sebab itu, pengusaha secara sadar akan mempertahankan kekuasaan dan 

kebebasannya yang ia miliki dalam mengambil keputusan untuk kemajuan 

perusahaan.  

Berdasarkan nilai-nilai tersebut, pengusaha memiliki kebebasan untuk 

menentukan tingkat produktivitas tenaga kerja. Dengan kata lain, jika pengusaha 

memiliki anggapan bahwa produktivitas perusahaan akan meningkat jika dilakukan 

dengan banyak pekerja, maka pengusaha tersebut mungkin akan meminta tambahan 

tenaga kerja. Di sisi lain, jika jumlah permintaan pasar menurun, kemungkinan 

besar pengusaha akan mengambil langkah pengurangan jumlah pekerja sebagai 

bentuk pemutusan hubungan kerja berdasarkan pertimbangan bisnis perusahaan. 

PHK yang dikarenakan suatu hal tertentu yang akan mengakibatkan pemutusan hak 

dan kewajiban pekerja dan pengusaha. 12 

Menurut Pasal 1 Angka (25) UU Ketenagakerjaan, “bahwa pengakhiran 

hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan 

kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha”.  

 
11 Ibid, hal. 115 
12 Rolas Tampubolom, PHK Karena kesalahan berat ditinjau dari beberapa putusan 

Mahkamah Agung, Sibuku Media, Yogyakarta, 2015, hal. 1. 
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Penulis Menggunakan Teori Pemutusan Hubungan Kerja ini untuk 

membahas dan menganalisis Upaya Yang Dapat Dilakukan oleh Pekerja yang 

Terkena PHK Akibat Kecelakaan Kerja. 

3. Teori Keadilan 

Keadilan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti tidak 

sewenang-wenang, tidak memihak. Adil memiliki arti bahwa keputusan dan 

tindakan didasarkan pada norma objektif.13 Hans berpendapat, keadilan ialah suatu 

tatanan sosial tertentu yang berada di bawah perlindungan untuk mencari kebenaran 

agar dapat berkembang. Karena menurutnya keadilan adalah kebebasan, keadilan 

adalah perdamaian, keadilan adalah demokrasi – keadilan toleransi. 14 

Aristoteles menjelaskan pemikirannya tentang keadilan dalam karyanya 

Ethics Nichomachea. Bagi Aristoteles, kebajikan, yaitu ketaatan pada hukum 

(kemudian kebijakan hukum) dengan arti lain keadilan adalah kebajikan 

universal.15 Kemudian, keadilan korektif mengacu pada mengoreksi yang salah, 

dan memberikan ganti rugi kepada yang dirugikan atau memberi hukuman kepada 

pelaku secara adil. Aristoteles juga memberikan perbedaan keadilan distributif dan 

keadilan korektif. Dalam pandangannya, keadilan distributif ialah keadilan publik, 

yang menitikberatkan pada pembagian, kompensasi kekayaan yang didapatkan oleh 

masyarakat. Kemudian pengertian keadilan korektif yang cenderung ke sesuatu 

 
13 M. Agus Santoso, Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Cetakan. Kedua, , Jakarta: 

Kencana, 2014, hal. 85. 
14 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cetakan. Kedelapan,, Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2014, hal. 174. 
15 Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. 

Kelima, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015, hal. 241. 
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salah, memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atau menghukum pelaku 

kejahatan secara tepat.  

Pengertian teori keadilan Arsitoteles:16  

1) Keadilan pembagian jabatan publik dan properti. Kesamaan geometris berlaku 

di sini. Misalnya, seorang Bupati memiliki pangkat dua kali Camat, jadi Bupati 

harus diberi penghargaan dua kali lipat dari pejabat yang berada di bawahnya, 

dalam hal ini ialah Camat. 

2) Keadilan bidang tafsir hukum. Karena hukum memiliki sifat yang abstrak atau 

umum dan tidak mencakup semua perkara yang konkrit, maka seorang hakim 

harus bisa menafsirkannya seolah-olah hakim itu  sendiri yang terlibat dalam 

peristiwa tersebut. Menurut Aristoteles, hakim harus memiliki rasa tentang apa 

yang benar. 

Penulis menggunakan teori keadilan ini untuk membahas dan menganalisis 

perlindungan hukum terhadap pekerja yang terkena PHK akibat kecelakaan kerja 

ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dan upaya apa yang dapat dilakukan 

oleh pekerja jika terkena pemutusan hubungan kerja akibat kecelakaan kerja. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif 

merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 

 
16 Ibid, hal.242  
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atau data sekunder.17 Penelitian normatif bisa disebut penelitian hukum doktrinal. 

Peter Marzuki berpendapat, penelitian hukum normatif merupakan sebuah proses 

untuk menemukan suatu aturan hukum, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin 

hukum untuk menjawab permasalahan hukum.18 

 

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan 

dengan menelaah seluruh isi undang-undang dan aturan yang berkaitan 

dengan isu hukum yang sedang ditangani.19 Hal ini penulis memilih Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, undang undang ketenagakerjaan yang 

berkaitan dengan penelitian.  

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan Konseptual ialah penelitian memahami doktrin dan keyakinan 

ilmu hukum dan digunakan menjadi dasar dalam membangun argumentasi 

hukum dalam menjawab permasalahan. Ajaran dan pandangan akan 

menyumbang gagasan dengan memberikan pengertian baru tentang hukum, 

konsep dan prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan dalam 

penelitian hukum.20 Penulis mengambil pendekatan konseptual dengan 

 
17 SoerjoNomor Soekanto, Penelitian Hukum Nomorrmatif:, PT. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2003, hal. 13. 
18 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta:Kencana Prenada, 2010, hal.35. 
19Ibid., hal. 93.  

     20 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Cetakan 13, Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2017, hal. 137 
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meneliti doktrin, pandangan, teori, prinsip hukum terkait pemutusan 

hubungan kerja menurut UU Ketenagakerjaan. 

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus yang 

dilakukan dengan melihat penerapan norma-norma hukum yang berlaku 

dalam praktik hukum positif. Kasus yang menjadi bahan pendekatan ialah 

pada kasus yang dialami oleh Indra Gunawan, pekerja yang mengalami 

kecelakaan kerja akibat tersengat arus listrik bertegangan tinggi, yang 

mengakibatkan bagian kepalanya mengalami luka berat, dan dokter 

memutuskan Indra Gunawan tidak bisa melakukan perkerjaanya selama 

beberapa tahun karena luka yang cukup serius. Namun, selama proses 

penyembuhan, Indra Gunawan tidak mendapatkan bantuan pengobatan dari 

perusahaan tempatnya bekerja yaitu PT. Baja Sakti Mandiri. Setelah berjalan 

selama empat bulan dan tidak ada itikad baik dari perusahaan untuk 

membantu proses penyembuhan. Kemudian Indra Gunawan bersama serikat 

buruh NIKEUBA melakukan permohonan PHK ke perusahaan PT. Baja 

Sakti Mandiri, dengan harapan agar perusahaan tersebut memberikan biaya 

pengobatan dan uang pesangon kepada Indra Gunawan. Namun kenyataanya 

PT. Baja Sakti Mandiri tetap tidak memberikan biaya pengobatan dan uang 

pesangon. 

 

 



17 
 

 

3. Sumber Bahan Hukum 

Bahan hukum digunakan sebagai bahan yang mendukung penelitian dan 

menjawab permasalahan penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah:21 

1) Bahan Hukum Primer berupa Peraturan Perundang – Undangan, yaitu:  

a) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 

b) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja (UU 

KK), 

c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja (UU JAMSOSTEK), 

d) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 

Ketenagakerjaan).  

2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya 

dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer,22 

yang meliputi buku-buku, jurnal, dan literatur.  

3) Bahan Hukum Tersier atau Bahan Hukum Penunjang terdiri dari bahan hukum 

yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer 

dan sekunder yang terdiri dari artikel, koran, majalah, maupun situs-situs 

internet yang berkaitan dengan materi Pemutusan Hubungan Kerja dan hal lain 

dalam materi Ketenagakerjaan. 

 

 
21 Abuddin Nata, Op.Cit., hal. 141-143 

 
22 Ibid. 
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4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum 

Pengumpulan bahan-bahan dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik 

studi pustaka dan juga melalui bantuan media elektronik yaitu internet, serta untuk 

memperoleh bahan dari sumber ini dilakukan dengan memadukan dan menafsirkan 

dari bahan-bahan yang telah ada.  

 

5.  Teknik Analisis Bahan Hukum  

Teknik analisis bahan-bahan hukum yang digunakan di penelitian ini ialah 

metode analisis kualitatif, dengan melakukan uraian dari data sekunder ke data 

primer yang telah dikumpulkan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan 

penelitian ini berdasarkan peraturan. Pengelolaan data pada hakikatnya merupakan 

kegiatan untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang akan dibahas. 

Analisis dilakukan dengan:  

1) Mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti;  

2) Memilih kaidah hukum yang sesuai dengan penelitian;  

3) Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep dan pasal yang ada. 

 

6.   Teknik Penarikan Kesimpulan  

Pada saat kegiatan analisis data yang terus menerus dikerjakan, baik yang 

berlangsung di lapangan maupun setelah selesai di lapangan, langkah selanjutnya 

adalah melakukan penarikan kesimpulan. Untuk mengarah pada hasil kesimpulan 

ini tentunya berdasarkan dari hasil analisis data, baik yang berasal dari catatan 

lapangan, observasi, dokumentasi, dan lain-lain yang didapatkan pada saat 
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melaksanakan kegiatan di lapangan.  Adapun teknik yang digunakan dalam analisis 

data penelitian ini adalah analitic induction yaitu “pendekatan untuk menganalisis 

data dengan jalan mengembangkan teori walaupun itu melalui waktu yang cukup 

lama tapi versi ini digunakan sangat baik”.23 Pendekatan dalam analisis data ini 

dengan 3 cara, yaitu:  

a. Mereduksi tentang pandangan dalam partisipan.  

b. Mereduksi tentang permasalahan yang ada.  

c. Mereduksi issue yang ada pada saat penelitian.24

 
23 Robert C. Bogdan, Qualitative Research for Education an Introduction to Theory and 

Methods, A Division of Simon and Schuster, 1992, hal. 69 
24 Ibid., hal. 70. 
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